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v Yang bertanda tangan dibawal ini :
=3
3’ Nama : Nur Kholig Amin
5 NIM : SHP.162186
3 Jurusan/Konsentrasi : Hukum Pidana Islam
Y. Fakultas : Syariah
Alamat : J1. Belitung, No. 28, RT. 08, Kel. Handil Jaya, Kec.

Jelutung, Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Analisis Putusan
Praperadilan  No.2/Pid.Pra/2019/PNJmb Mengenai Sah Atau Tidaknya
Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi
adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi
materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah
disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiak.
Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung
jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, W November 2020
Yang M Gdreral (a

NIM : SHP 162186
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ALAMAT : fakultas Syari’ah
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Kab. Muaro jambi kode pos. 36122 telp./fax: (0741)
583183 website: uinjambi.ac.id

Kepada Yth. Jambi, November 2020
Dekan Fakuitas Syari’ah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalaamu’alaikum wr.wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sperlunya, maka kami
berpendapat bahwa skripsi saudara NUR KHOLIQ AMIN NIM. SHP.162186
vang berjudul “Analisis Putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/Pnjmb
Mengenai Sauh Atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana
Penadalian Di Pengadilan Negeri Jambi.” Telah dapat diajukan untuk di-
Munaqasah kan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk

memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi. Maka dari itu kami ajukan skripsi tersebut diterima dengan baik.

Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi

kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.
Mengetahui,

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH.. MH. ;
NiP.196509292005011¢02 NIP.198809112018011601
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sujud syukur kpersembahkan kepada Allah Swt. Semoga
langkah ini menjadi awal dari keberhasilan®holawat serta salam senantiasa
kulimpahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mendatangkan
masa kecerahan dari masa kegelafanpersembahkan skripsii kepad
Ayahanda dan Ibunda, Muhamin dan Solihatun yang menjadsaainya
motivasiku, kakakkku Nurlayla serta adikku Nurzaidah yang selalu kucintai.
Terima kasi h atas segala dodéda kalian wu
pengorbanan dakasih sayang kaliatek dapat ku balas dengan apapunapan
terima kasi h tak mampu ku ang&uppnfbekan mel ai n
semogganjang umur sehat selalu di berikan kekuatan dan dilimpahkan rezeki
yang Allah Ridhoi. Terimakasih kepada seluruh tettegmanku tanpa semangat,
dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini,
terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama
dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
Almamater Biruku sunggh indah dan sungguh cerah warnamu, tetaplah menjadi

tempat pengabdian yang luar biasa, anak bangsa sangat membutuhkanmu.
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Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sah atau tidaknya penangkapan
tersangka menurut KUHAP, dalaskripsi ini tentunya berdasarkan Undang
Undang No.8 Tahun 1981, sejak ditetapkan 31 desember 1981 lahirnya KUHAP
yang bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materil, mencari pelaku
tindak pidana dan menghindarkan yang tidak bersalah tidak terkenandku
guna menjamin agar KUHAPagat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang
dicita-citakan maka dalam KUHAP diatur lembaga baru yakni praperadilan tujuan
dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan PaBalKBHAP yang
menegaskanbahwa tujuan daripda praperadilan ad#h untuk menegakkan
hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal kemudian
praperadilan memberi wewenang tambahan kepelagadilan Mgeri untuk
melakukan pemeriksaan terhadap kasus pidana yang berkaitan dengan
penggua a n Aupaya paksaodo seperdnggelegabaman gk ap :
penyitaan, danain-lain yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum
yang mana wewenang itu diatur dalam pasal 1 huruf 10 jo pasal 77 KUHAP.
Adanya lembaga pperdilan merupakan sdlasatu bentuk perlindungan Hak
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—:J Asasi Manusia dalam hal melindungi kepentingan hukum setiap indAtiinya
o8 - pengajuan praperadilan menandakan adanya salah satu atau beberapa hak asasi
o2a dari manusia yang dilanggar oleh penegak hukiBenelitian ini menggunak
T8 g . penelitian hukum normatif/yuridis normatif sumber data yang diperoleh dengan
= 2 ~ caralibrary researchterdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
5 i 5 dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan teknik analisis data dengan
:S—J — metode induktif. Skripsi ini menganalisa tentang putusan praperadilan No.
e} & O 2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersangka
o3 S tindak pidana penadahan. Hadilri penelitian ini menjelaskamhwa keputusan
f % ﬁ’ Hakim menolak permohonan praperadilan tersebut sudat tearena proses
&g 5 penangkaparyang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadegangka
23 1 sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang bedakukurangnya dalil serta
=z ; alasan dari pemohon sehingga hakim menolak permohonan praperadilan.tersebut
B J 2 Kata Kunci : Praperadilan, Penangkapan
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahya serta anugerah yang tiada terkira, shalawat dan salam
selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasullah SAW yang telah mengajarkan
suri tauladan, dan yang telah mmawa kita dari jaman jahiliyah ke jaman modern
seperti yang kita rasakan sekarang dengan kemudahannya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi dengan judufi Anal i si s Put usan Pr e
No.2/Pid.Pra/2019/Pnjmb Mengenai Sah Atau Tidaknya Penangkapan
Te sangka Tindak Pidana Penadahan Di Peng

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan
kelulusan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Oleh kat&nahal yang pantas penulis
ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu

penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr . H. Subai di Asyodari, M
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag.,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim, S,Th, MA., M.IR., Ph.D selaku Bidangakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Bapak Dr. Ruslan Abdubani, S.H., M.H., selaku Dekan Bidarigpkultas
Syariah UIN STS Jambi.

5. Bapak Dr. H. Ishq, S,H., M.Hum, selaku Dekan Bidartgpkultas Syariah
UIN STS Jambi.

6. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah S.HI.,M,HI selaku Ketua Program Studi

Hukum Pidana Islam dan BapaRevrian ali putraS.S.1.,M.A.HK selaku
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; = Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah
T
A Universitas Islam NegeButhan Thaha Saifuddin Jambi.
5 w
g = 7. Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H su dosen pembimbing | Fakultas
Q. D
;'f = Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5 =
3 3
T T 8. Devrian Ali Putra S.S.1.,M.A.HK selaku dosepembimbing Il Fakultas
s
f: SyariahUniversitas IslanNegeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

9. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karenanydénadapkan kepada semua pihak untuk dapat
memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada lllah kita
mohon ampunaiya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga

amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh lllah.

Jambi, Novembe2020

Nur Kholig Amin
SHP. 162186
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~& 2 A; Latar Belakang Masalah
Q= < 9
g ] “— Hukum adalah sebuah norma yang disepakati sebagai suatu kebaikan dan
S @ =
jf kebenaran untuk menjaga keadilan, ketertiban dan memberikan kepastian bagi
o 0
8= masyarakat. Hukumadalah penjagahak-hak kemanusiaan (HAM), tidak

seorangpun beh dirampas kemerdekaannya, tidsdorangpun boleh dicederai
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harkat dan martabatnya dan masih banyak lagi hak yang melekat sebagai hak
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dasar dalam keadaan apapun tidak dapat dikurangi.
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i Jika proses tersebut &K dilakukan maka penegak huktenindikasi telah

; melakukan penyalahgunaan wewenang, yang karena jabatannya telah merampas
a

_: kemerdekaan seseorang, merampwa dan mencederai kehormatannyaanal

g hal ini seorangAndi Hamzah berpendapat perbuatan penegak hukum yang

=) demikian itu dapat dipidarta.

c

f Praperadilardalam sejarahnya merupakan sarana yang digunakan untuk

[u]

__? melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)Terutama HAM dari tersangka suatu

tindak pidana pada tahap penyidikan dan petwian. Pada zaman pra

kemerdekaan aturan dalarstrafvordering (RV) disebutkan bahwa fungsi

2 Arman Solit, Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak Bukan Sebagai
Ancaman Dan Tindakan Menghalahtalangi Penegak Hukundiakses di http://kompasiana.com
diakses pada tanggal 24 oktober 2019

SArman Solit, Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak BukaagSeb
Ancaman Dan Tindakan Menghalaht@langi Penegak Hukundiakses di http://kompasiana.com
diakses pada tanggal 24 oktober 2019
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4 Siska Trisia, 2018, Problematika Praperadilan di Indonesiadiakses di
http://mappifhui.org/2018/05/25/problematipsaperadan-di-indonesia/ diakses pada tanggal 23
oktober 2019

5 Purnomo,PokokPokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undaimglang
Nomor 8 Tahun 1981Yogyakarta : Liberty, 199), him. 34

5 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana UBamPidana Khusus,
Buku 11, Edisi 2007,( Mahkamah Agung RI : 2008), him. 54

ons uonofuly noyo

s — I
%F’F? %% Praperadilanyang kita kenal saat ini dahulunya dijalankan oleh hakim
@ £~—:u e = komisaris. Didalam undangindang no.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang
S55 3= o
2app22 @& _ . .
322a g ; Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPraperadilaryang sekarang kita kenal
[} = =
gdoa=02 0O
ST5% '[—: < menjadi wewenang dari pengadilan negeri. Fungsinya adalah sebagai lembaga
dtsfa 5
= oy b _‘3 R R
26556 G kontrol bagi aparat penegak hukum yang adzediahnyd.
S5 s o . . . . .
oD = j (s Adanya jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam peraturan
o=@ e
Q55w
2852 hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting. Sebagian besar dalam
gZ25
«5a7 rangkaian proses dari hukum acara pidana menjurus kepada pembatasan
[=3 3
_" < _:' ::I . . - -
;_73 = pembatasan hakak asasi manusiseperti penangkapan, penahanan, penyitaan,
952
2S25
_’ :Z,j:__J penggeledahan dan penghukuman yang hakekatnya adalah pembatalsak hak
206 3 asasi manusia.
g5c2
2Tgd
3 © 54 ¢ . o . .
T 1_ f LembagaPraperadilanpada prinsipnya dibentuk sebagai lembaga yang
2 23 =
c G6F M . .
- ;—;-% — bertugas mengawasi para aparat penegak hukum terutaheamaertindakan
=2 = 0 —
& 40 O
o -3 - i ' '
: “—EE =3 upaya paksa yang dilakukan kepada seorang tersabgiam hal pengajuan
:j vg % S praperadilan, yang dapat mengajukan Praperadilan adalah
8 5=z <
5 88 ©
= : = f 1. Tersangka, vyaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya
¢ g% O
Z _": q o bertentangan dengan ketentuan Pas#{2HAP, ataukah penahanan yang
g 37 £
3 & = dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
> 3
=] 5 2 Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
o )
=
®
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é 3. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa
i sah atau tidaknya pengheti penyidikan atau penghentian penuntutan.
T

; Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi
Q

= korban.

=

..
L

Tugas pengawasan secara horizontal dalam lemPBagperadilanini
diberikan dan dipercayakan kepada pengadilan negeri selaku pendiudjlkat
pertama dan merupakan wewenang ekslusif dari pengadilan negeri. Menurut
Darwan Prints lembagaPraperadilan merupakan suatu wujud nyata dari
pemerintah guna memberikan perlindungermadap hak asasi seorang tersangka
maupun tersangka dalam membdén mendapatkan hdlaknya sesuai dengan
keadilan dan kepastian hukum. Kitab Unddhgdang Hukum Acara Pidana telah
., menjelaskan secara gambalang pengertian Rlaperadilanyaitu pada pasal 1

angka 10 yang berbunyi :

Pasal 1 angka 10 :

Praperadilanadalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutuskan menurut cara yang diaturlada undangundangn ini,
tentang

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan d#mu penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

c. Permintaan ganti kerugian atau rehalsliteoleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilah.

Dalam konteks ini Praperadilan tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya

suatu penangkapan atau penahanan, atau tentang sah tidaknya seitipeng

"KUHAP Pasal 1
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M — & 3 - . . : e
oo e ox = penyidikan ata penuntutan, atau tentang permintaan ganti rugi atau rehabilitasi,
g wowg O =
gTogdg .
@ e ; @ E 1 akan tetapi upaya Praperadilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan
5553 = .
o5 %@ 3 L . . .
22 iuj 2 = penyitaan yang termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan
ooQS0 = . . .
ATFs S = tindakan lain tang alasan yang berdasarkan undandang, karena kekeliruan
- 4 L L
g @ G
~ o - % . - . .
R © T mengenai orangnya atau hukum yang diteraSkatau akibat adanya tindakan
g3 a
aFesSco lain yang menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah,
o T 0
e v
f penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Praperadilarmerupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan

DAIDH Yrunj@s NnoLo uop u

@ =

——; pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan
_JH_%:?E kewenangannya tidak menyelahkan wewenang, oleh sebab itu dalam
= S 3
% :E pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undabgalangan Hukum Aca Pidana
:%;f_, (KUHAP), Kegiatan penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya
i ” penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan
:j ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara

universal yaitu hak kebebasan emsng. Hhum acara pidana memberikan hak

-
0l
|50 J2gLUins ..IU?Ji.'IL]-\'_'I.'*..IU_U DD UDYLUn iUoou sl ooy i Sy Uﬁ.E)i

;j kepada pejabat tertentu untuk menahanateyka atau terdakwa dalam rangka

c

= melaksanakan hukum pidana materil guna mencapai ketertiban dalam
g masyarakat.

Q

‘_'j

Dalam hal ini, kasus yang diangkat adalah kaBteperadilan dengan

Ay uospnuad uosodo uounsnAusd Lo

nomer perkara 2/Pid.Pra/2019/PNJmb, dengan klasifikasi perkara sah atau

tidaknya penangkapan. Pemohon berinisial AR bin K dan Termohon adalah

oNs uonoiug Noyo

8 Keputusan Menteri Kehakiman RI No.:m.01.pw.07.03 tahun 1982
® Ratna Nurul Alfifah, Prapreradilan Dan Ruang Lingkupnya(Jakarta : Akademia
Pressindo, 1986), Im. 35
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Pemerintah Rl cq Kapolda Jambi cq Kapolresta Jambi cq Kapolsek Kotabaru.
Dengan nama Hakim Mailam Purba dengan putusan ditolaknya eksepsi

Termohont®

Menunjukkan atau memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada
tersangka surat penangkapan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan
dalam tata cara penangkapan seorang tersangka.ildgeéiaskan dalam KUHAP

Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi :

APel aksanaan tuugas penangkapan di
Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta
memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang
mencantmkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan
serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia
di perti ksa. o
Penangkapan tersangka tanpa menunjukkan surat tugas dan surat
penangkapan merupakan salah satu pelanggdfev. Ini menjadi landasan
diajukannya permohonan Praperadilan oleh pemohon AR melalui kuasa
hukumnya kepada pemerintah yang berujung ditolaknya permohonan

Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan ditolaknya permohonan Praperadil@h &#emohon (AR) menjadi
inti dari latar belakang permasalahan penulisan SkripsMiaka dari itu, penulis
tertaik untuk mengkaji hal tersebut dan mengangkat skripsi ini yang berjudul
AAnal i si sPragemadilansNa.®/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah
atau Tidaknya Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Penadahan di

Pengadil an Negeri Jambi 0.

10 5IPP.PNJambi.go.id, diakses pada tanggal 20 maret 2020
11 KUHAP Pasal 18 ayat 1

a k
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Keberadaan lembagRraperadilansangat diperlukan bagi para pencari

keadilanapabila telah terjadi hddal yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam

UndangUndang terutama mengenai prosedur pemeriksaan, penyitaan, penahanan,

QU DULINS NIN Xliged 21

dan lain sebagainya. Maka dari itu berdasarkan latar belakasglah diatas,

T
o
=3
0

2
a
o
&
=

s
=
o
o

0
-
o
=

0

penulis dapat merumuskan masalah pokok sebagai berikut :

oa BuoA uoBuyuadsy uoyiBrisw Jof

DUING NIN X

o

w

undodo ynjusad Wopog iU SN oADy Yrunes nolo uop uoioboges yoiuoqiadwaw Butiong 7

Bagaimana bentuk putusdraperadilamo.2/pid.pra/2019/pnjmb mengenai

sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di
pengadilan negeri jamBi

Bagaimana analisis putus&maperadilamo.2/pid.pra/2019/pnjmb mengenai

sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di
pengadilan negeri jamkersebut?

Bagaimana implikasi terhadap tersangka setelah diputusnya kasus

praperadilan teeput?

Batasan Masalah

Cangkupan dari lembagBraperadilansangatlah luas, oleh karena itu

penulis membatasi masalah tersebut hanya kepada lefkggeradilaryang ada
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di Pengadilan Negeri Jamipada kasugpenangkapan tersangka tindak pidana

penadahan yandilakukan oleh AR.
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Khususnya tentangerlindungan hukum lembagRraperadilandalam

melindungi hak asasi manusia bagi para tersangka.

NS uonoful nego

2 |shag, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta DisefBendung:
Alfabeta, 2017), him. 37
3 1shaq Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi38Im.

a 7
I
Q
0,
.
o
— T
cog# Dii Tujuan dan Kegunaan Penulisan
©ac = 1. Tujuan penulisan
S50 £
s j e < Adalah tentang apa yang akan dicapai melalui penelitian yang akan
= C I 3
e5@ Q _ :
525 dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang akan difdalsam hal
- oo O
=88 . L
c8d -ﬁ ini, tujuan daripada penulisan penelitian ini adalah
as
r_r;—’L a. Untuk mengetahui bentuk putusan  Praperadilan
=00
“1‘] No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan
1
T& i Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi
=]
=R b. Untuk menguji kepastian hukum dari putusarPraperadilan
E; No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan
=a
g —] Tersangka ihdak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi
® 5
;_2; c. Untuk mengtahui  kelanjutan  dari  putusan Praperadilan
B g
= | 7
g c o) No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan
55 ®
g . . . . . .
S 7 & Tersangka Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi
24 »)
?_L_;; ,-:E 2. Kegunaarpenelitian
g < L
< = =3 Diuraikan tentang temuan yang dihasilkan dan manfaatnya atau
ge E kegunaannya bagi kepentingan teoritis, maupun prekismentara ituyang
j%3 ’-'J 21 menjadi kegunaan dari penelitian adalah:
o &5 L
T = -
2 = a. Dalam kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
& O
=] = . .
&) ~ wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai lerRipageradilan
N a
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[
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b. Secarapraktis, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dalam
meningkatkan kesadaran bagi siapa saja atas pentingnya perlindungan
hukum dan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Mengetahui
prosedur dalam mekanisme perlindungan hak asasi manusia di &mbag
Praperadilardapat melindungi diri sendiri maupun orang yang kita kenal
dari tindakan sewenangenang aparat penegak huka@am melakukan
pemeriksaan lanjut.Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana
l slam (HPI) Fakultas Syari6ah Uni
Saifuddin Jambi.

Kerangka Teoritis

Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematik yang bersidat abstrak
tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapatilailai

pranata sosial, peristiwgeristiwa dan prilaku manusté.

Untuk menganalisis rumasa permasalahan yang terdapat di dalam
penelitian ini, digunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan rumusan

permasalahan tersebut yakni

1. Teori Keadilan
Ada beberapa teori keadilan menurut para ahli, sepedii Keadilan
Menurut Plato dan muridya, Aristoteles dalam bukunyaNicomachean

Ethis; Teori Keadilan Sosial John Rawdialam bukunya Theory of Justice;

14 Cik Hasan Bisri,Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,
(Jakarta: Logos, 1998), him.40

ver
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UoTpoUR i dan Teori Hukum dan Keadilan Hans Kelsdalam bukunya yang berjudul
gr a0 w®
Qg = =07 — . .. . .
a e ,_:L‘J g = General Theory of Law and Stat@alam penelitian ini, teori keadilan yang
35332
o x50 3 w0 . .. . . . .
35522 £ digunakan peneliti sebagai kerangka teori addlkeadri Hukum dan Keadilan
85853 =
ogQo0 = i -
BFFaS milik Hans Kelsen.
=2 g0 O
df%s5g80
faT G 58D :-3 Hans Kelsen dalam bukuny@eneral Theory Of Law And State,
;T Fa s I =t
253523 : : .
R berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang damsaldin
oD =00
2888’ . . .
o5 adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan
Sg = a
9885 : i i
2825 sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalatinya.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran

A

|m]

Aoy uosiinuad ‘uoiijauad ‘uoy

)50 JagUUNS UDHNgaAUSLU OP UDYLUNUDIUSL Dduoy iU sijng oAy

positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alamhin§ga

DUING NIN X

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme aotarm

positif dan hukum alam.

o

Ada dua hal konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen:

Pertama,tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber
dari citacita irasional Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang
dapat berwujud suatu kepentingegpentingan yang pada akhirnya
menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik
kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan

salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau

Lo oyine wMin w2 oduoy undodo yniusa wepop i s A0 Y

dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi

A uospnuad ‘ucuodo) uounsnAusd Yo o

semua kepentingan.

NS uonoful nego

1 Hans Kelsen,General Theory Of Law And Stat®iterjemahkan Ole Raisisul
Muttagien, (Bandung: Nusa Media, 2011), him. 7
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Kedua,konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar
suatu yang kokoh daru suatu tatarsasial tertentu, menurut Hans Kelsen
pengertian AKeadilano bermakna | egalit
AAdi | 0 | i-bkenar diteeapkdnesenaentara itu suatu peraturan umum
adalah ATidak Adilo jika diterapkan pa

pada kasus lain yang serufa.

2. TeoriHak Asasi Manusia

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM yang sering
dibahas dalam berbagai kesempatan yang berkaitan dengan disiplin keilmuan
yang didalamnya ada unsunsur mengenai HAM, yaittf:

a. Teorihakhak alami Qatural rights theory)

b. Teori positivisme fgositivist theory

c. Teori relativisme budayayltural relativist theory

d. Doktrin marxis (narxist doctrine and human rights

Namun teori HAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
positivisme yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh
John Austin. Teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam
hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan
konstitusi (ights, then should be created and granbgdconstition, laws, and
contracty. Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan

penolakan kalangautilitarian. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi

16 Hans Kelsen,General Theory Of Law And Stat®iterjemahkan Oleh Raisisul
Muttagien him. 16

17 Todang Mulya Lubis,In Search Of Human Rights: LegRblitical Dilemas Of
I ndonesi ads NI®gIakarta:dseamedia Pukteké Utama, 199), hirk3.4
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dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara-s@anya hukum
yang sahihdal ah perintah dari yang berdaul
ataupun Amoral o.

3. Teori Kepastian Hukurdan Perlindungahlukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat
dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas
dalam artian tidak menimbulkan keragaguan (multi tafsir) dan logis. Jelas
dalam artian ia menjadi suatu siet@orma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen
yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh ke&eaalaan yang
sifatrya subjektif.Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral,
melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti
dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yait
pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu iddidapat mengetahui apa
saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap if8ividu.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, Fitzgerald mengutip istilah

teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan

8 Riduan SyahraniRangkuman Intisari lImu Huku®andung: Citra Aditya Bakti,
1999), him. 23

a
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cool i mengintegrasikan dan mangkdmasikan berbagai kepentingan dalam
oo O ~
T0gQg — . . .
GB3Q : masyarkat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap
==5 0 <
BRas w . . . :
: > ,j 2 ; kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
5832 0
525 kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan
= T )
8S88 3
G55 ;ﬁ keperingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritastinggi untuk
A I —
g2ag3
:Er_r; -; E_ menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
==
=1 ‘] Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir
lie, o 3
2 3¢S dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hy&ogdiberikan oleh
L masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggotgota masyarakat dan

DUING NIN X

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan

masyarakat?

o

"LD|DSDW Nyons uonoluy nogo sy uosnuad ‘uoiodo] uounsnAuad yo ) odaoy uospnuad ‘uoiyauad ‘uoy

Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara Karssp
khusus yang merupakan kumpulan dalam-aattiyang berkaitan dengan istilah
yang ingin atau akan ditelff. Jadi, berdasarkan masalah yang diangkat dalam

penelitian ini dapat dijelaskan kerangka konseptualnya sebagai berikut:

)50 JagUUNS UDHNgaAUSLU OP UDYLUNUDIUSL Dduoy iU sijng oAy

19 satjipto Raharjollmu Hukum,Bandung, (Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2000), him.

53

20 SoerjonosoekantoPengantar Penelitian Hukum(Jakarta: Prasetyawidia Pratama),
2000, him. 132
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1. Praperadilan
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Praperadilaimenurut Kitab Undanggndang Hukum Acara Pidana, Pasal 1

butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuknen&sa dan memutus

tentang:
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a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau puhak lain atas kuasa
tersangka,

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan deegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atksasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke Pengadilan.

Perlindungan

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonadaah
tempat berlindung, atau perbuatan yang dapat memperlindung atau yang
dapat melindungi.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum
sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang
memiliki konsep bahwa hukum menmbb@n suatu keadilan, ketertiban,
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undaimglang Nomor

39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tultamg Maha Esa dan

merupakan anugerdllya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
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UoTpoUR i dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi
Oowwo D ~
g ®gg — . :
2@ ,_:L‘J C = kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat mahusia.
S ==
35530
RN B w0 . . .
38828 ¢ Hak Asasi Manusia secara tegas diatur rdaldndangUndang
23352 >
R O
a7~z a Sy No0.39 tahun 1999 pasal 2 tentang amsas dasar yang menyatakn :
33588 S
§859% T | | | o |
T87Fa :5 fiNegara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi
! rgr_r; Se manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati
SESEC melekat pada dan tidakrpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,
LR dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
{;’ﬁ?b'_l kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecer
§2%¢2

Hak asasi manusia adalah Hwk dasar yang dimiliki setiap

A

|m]
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pribadi manusia sematmata karena ia manusia. umat manusia

DUING NIN X

memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau

berdasarkan hukum positif, melainkan senmtda berdasarkan

o

martabatnya sebagai manusia. dengan demikian, efaktor seperti ras,
jenis kelamin, agama maupun bahasa tidgkataenegasikan eksistensi
HAM.
Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan pendukung yang berkaitan dengan konsep,
teori atau data temuan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti dan yag mendasari penelitian yang sedang di jaladk&ebelum

Lo oyine wMin w2 oduoy undodo yniusa wepop i s A0 Y

penelitian ini dilakukan, telah ada penelitian serupa yang lebih dahulu dilakukan.

A uospnuad ‘ucuodo) uounsnAusd Yo o

Adapun penelitian tersebut, antara lain:

2! Djarot, et. All.,Hak-Hak Asasi Manusia Dan Manusia (Human Rights And The Media),
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), him.13

22 UndangUndang Nomor 39 Talm 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2

23 Jonathan Sarwondletode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatify ogyakarta: Graha
limu, 2006), him.254
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Penelitianyang dilakukan @ Muhamad Yusuf! dengan judulAnalisis

- LA
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N 31w oy

Yuridis Penetapan Status Tersangka sebagai Olbjekperadilan Menurut

KUHAP. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustditaafy research

oAuDy uodinBuad ‘o

berwujud studi dokumentasi atau literatur. Dengan cara melakukan penelusuran

IQUIDI DUINS N

dan pengaran terhadap dokumelokumen yang relevan dengan masalah ini

tentang Analisis Yuridis penetapan status tersangka sebagai Prigp&radilan

Buopup-Buopun Bunpuyig opd)

menurut KUHAP disamping sumbsumber lain baik yang diterbitkan melalui
percetakan maupun yangujploadke interret. Penelitian ini membahas tentang
penetapan status tersangka sebagai dbjageradilardengan fokus masalahanya
adalah status tersangka dari KOMJEN Budi Gunawan oleh KPK sebagi sampel
dari beberapa kasuBraperadilanyang ada di Indonesia dan fokus tathp
dampak penetapan tersangka pasca putusan Mahkamah Konstitusi objek
PraperadilanNo.21/PUU/XII/2014. Latar belakang Muhammad Yusuf dalam
penelitian ini adalah Putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan gugatan
PraperadilarKOMJEN Budi Gunawan ataspetapannya sebagai tersangka oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendorong sejumlah tersangka
korupsi, maupun tersangka lainnya untuk mengajukan gudataperadilan

ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

|50 JagUNS uDyingaAusw Dp uoywnuoauasw oduny i sng oAdoy yrunes noyo uop uoiboges dunBusw Buouopg - |

Secara sekilagpenelitian ini memiliki judul yang hampir sama dengan

judul penelitian yang sedang peneliti teaat inj yaitu samaana membahas

A uospnuad ‘ucuodo) uounsnAusd Yo o

tentangPraperadilanNamun perbedaannya adalah fokus penelitiannya, dimana

penelitian ini membahas tentang penetapanustdérsangka sebagai objek

NS uonoful nego

24 Muhammad Yusuf, Mahasi swa Syari éah, Universitas
Saifuddin Jambi, 2018
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Praperadilan yaitu status tersangka KOMJEN Budi Gunawaedangkan
penelitianini fokus masalahnya yaitu putus&maperadilarkasus penadahan di
Pengadilan Negeri Jambi
Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mergmakcara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang mana ada beberapa

hal yang pelu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegéhaan.

Penelitian kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan asioedk
aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu
menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu
sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau
sebaliknya, sehingga mmperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu

gambaran yang sudah ada atau sebalikhya.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan -Yuridis
Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuwmdisnatif adalah
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder sebagai bahan dasar umtghiti dengan cara mengadakan penelusuran
terhadap peraturgoeraturan dan literatditeratur yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

25 Sugiyoro, Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&OBandung: Alfabeta,
201) him. 2
26 |shag,Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Diselnlasi,126
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Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Penelitian Hukum
Normatif. Penelitian hukumormatif pada hakikatnya dikonsepkan sebagai norma
atau kaidah yang berlaku dalam masyarakatdan menjadi acuan perilaku setiap
orang. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka,
atau data sekunder, maka penelitian hukum normatifodispiga penelitian
hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogniatis.

JenisDatadan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah
sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau
literaturyang ada hubungannya dengan objek penefiian.

Adapun sumber data berupa data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Bahan hukum primer

Yaitu berupa putusan Praperadilan No.2/Pid.Pra/2019/PNJMB

Mengenai Sah Atau Tidaka Penangkapan Tersangka Tindak Pidana

Penadahan di Pengadilan Negeri Jambi, serta peraturan perundang
undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah -buku yang

bersangkutan dengan penelitian ini.

2T |shag,Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disettlsi 66
281shaq,Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disetthsi 67
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4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik pengumpulan data pustéldarary research) simak, dan catat.
Adapun langkah pengumpulan data penelitian, penulis mengacu kepada: (1)
membaca, (2) menguasai teori, (3) mermsgilametode, (4) mencari dan
menemukan data, (4) mencari dan menemukan data, (5) menganalisa data yang
ditemukan secara mendalam, (6) melakukan perbaikan secara menyeluruh, (7)
membuat kesimpulan penelitian.
5. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpuladata dalam penelitian ini, antara lain:

a. Studi kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi
penulisan penelitian berupa teteori hukum, asaasas, doktrin dan
kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, dan bahan hukum
sekunde Cara melakukan studi pustaka adalah dengan melakukan
serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan membaca, mengutip
buku-buku, serta menelaah peraturan perundardangan, dokumen,
dan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
Karena penelitian ini tentang analisis putusan, maka yang menjadi bahan
acuan adalah putusan Praperadiem2/Pid.Pra/2019/PNJMB mengenai
sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan di

Pengadilan Negeri Jambi.
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ciz2s Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang
& ~898

:if ;: 0 ¢ berbeda, Pra memilk art A me n d a h WPtaperadilan sdnaan dengan
oz-@8

‘jf_": sl pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di peng&dilatiah praperadilan
w5 3

Q.- 25

S8 POV

dalam undangundang ini tentang :

2% Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesiglakarta: Sinar Grafika, 2008), him.
187

30 Harjono Tjitrosoebona<omentar Dpp Peradin Terhadap KUHAPakarta, 1987, him.
4
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5323 juga diambil darik at a Apre trial o, wal aupun fungs
.-_" z (=] {:I
;_:: & meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan
g_ &%
= = 2 . . . .
° fﬂ:_l mengenai suatu perkara tuduhan pidana di hadapan pengadilan yang berbeda
= =23
;-;Z _E :,” dengan maksud praperadilan yang bertujuan untlikdumgi hak asasi tersangka
93595
528§ terhadap pelanggaran syarat formil maupun materiil yang dilakukan dalam tingkat
2 3 =~ penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam-pasal mengenai
Q ;_-} _J
3 =) 5 penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaamkhekt
z fr? z tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hdRum.
= [ 'T
g ¢¢
; 1-] Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undbimglang Nomor 8 Tahun 1981
Z T3
€ 48§ tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Praperadilan adalah wewenang
& @
g S Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut caradyatog
3 5
g
3
E_:.
5
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I

0

e

O,

o

o)

i a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
7~ permintaan tersangka atau keluarganya ataukpliam atas kuasa

C tersangka.

< b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
= penuntutan atas permintaan deegaknya hukum dan keadilan.

3 c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau
. keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
L; diajukanke pengadilarit

O

Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan berwenang untuk
memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur udalanyg

undang ini, tentang

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan
atau penghentian pantutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penunttitan.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah untuk menguji dan
menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakzya paksa yang dilakukan

L
o penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan,

(=]

& penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan

rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Negeri

LI 21D

- Belanda.4 Lembaga RechterCommisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan

pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di

“Eropa Tengah memberi kan peranan ORechte

P

NS

“mempunyai kewenangan untuk menangani uppgéisa (dwang middelen),
penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksamuratiat

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab

31 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981

33 0Oemar Seno AdjiHukum Hakim PidangJakarta: Erlangga, 1980), him. 88
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undangundang Hukum Acara Pidana adal ah
demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan

< pengurangan dari hdkak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya

DULNS NIN AW O30 3P ®

selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undadgng, maka untuk

qu or

epentinganpengawasan terhadap perlindungarhalekasasi tersakg atau

™~
i

terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperdilan.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai
tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya
mengadili dan memutus perkgpeédana dan perdata untuk menilai sah tidaknya
penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan,
penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama
pelembagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan
horlzontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka
selamaiaberada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agdrelnemar

tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan uaddagg?®®

Menurut Mertokusumo momentum dirainya penemuan hukum adalah
setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah
perlstlwa konkrit yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang
benarbenar terjadi harus dicarikan atau diketemukan hukurffhpalam kontes

ini, praperadilan tidak hanya menyangkut sah tidaknya suatu penangkapan atau

34 Pedoman Pelaksanaan Kitab Undahgdang Hukum Acara Pidana Cetakan-Xe
~ Telah Diperbaiki, (Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982), hinL15.4

03 Darwan PrinstHukum Acara Pidana Dalam Praktiklakarta: Djambatan 2002), him. 198.
=36 Sudikno Merbkusumo,Penemuan Hukum Sebuah Pengantadisi Kelima, Cetakan Kedua,
(Yogyakarta: Liberty, 2007), him 78.
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penahanan, atau tentang sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau
penuntutan, atau tentang permintaan gargi atau rehabilitasi, akan tetapi upaya
_ praperdilan dapat juga dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang
tidak termasuk alat pembuktian, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain
- tanpa alasan yang berdasarkan Unddndang, karena kekeliruan mengenai
orangqiya atau hukum yang diterapk¥natau akibat adanya tindakan lain yang
menimbulkan kerugian sebagai akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan

penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Kitab UndnagUndang Hukum Acara Pidana telah menjelaskan siapa saja

pihak-pihak yang dapat mengajukan Pragoiian adalah sebagai berikut:

a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu
penangkapan atu penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau
kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan mekegmebut
alasannyd®

b. Permintaan untuknemeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau
penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepintangan kepada
ketua Pengadilan Negeri dengan menyiedn alasanny

c. Permintaan ganti kerugian datau rehabilitasi akibat tidak sahnya
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian
penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak
ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan
menyebtkan alasannyé

Jons uonoful neyo
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37Vide: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PW.07.03 Tahun
1982

38 KUHAP Pasal 79

39 KUHAP Pasal 80

40 KUHAP Pasal 81
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Sejarah Praperadilan di Indonesia
Sebelum brlakunya UndanAgndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

“’Acara Pidana (KUHAP), maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia
=

“ diatur dalah H.LR Klet Herziene Inlandsch Regleme@taatsblad Tahun 1941

[

8]

3 Nomor 44, yag merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja

|r'||

aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak
diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kelemaharkelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatumdala
H.ILR antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan
pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagaimya.
Indonesia sebagai negara hukum yammghormati HAM, serta menjamin
:f_”?kesetaraan warganegaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk

D
= memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia,
0

é.yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi piflakk yang terlibat daia

roses penegakan hukum pidana, baik untuk tersangka maupun aparat penegak

D"O

ukum#?

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Wndang
Undang Nomor 8 Tahun 198&ntang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat
itu berlaku KUHAP di selurutindonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2

tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam Hdddagg

4 Yanto, Hakim Komisaris Dan Sistem Peradilan Pidan&Cetakan Pertama,
Yogyakarta Kepel Press, 2013), him. 20
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ersendlrl oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP
efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum.
Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lathdiak

_ tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan,

OF_DU4NS NIN 11 4dId YOH @

:—ﬁ penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan
pelaksanaan putusan hakim, dan praperadilan.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP sechnatatif tersebut,
diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana
wajarnya dmiliki oleh suatu negaraukum#? Gagasan lembaga praperadilan lahir
dari inspirasi yang bersumber daéfabeas Corpusialam peradila\nglo Saxon,
yang memberikan jaminan fundamenthadap hak asasi manusia terhadap hak

~kemerdekaaf®

@)

UIpPNJoS DYDY UDUYNG 4O AlISISAIUN DIWBS| 2

Instrumen Hukum Praperadilan di Indonesia

KUHAP telah menggariskan aturan kepada tersangka atau terdakwa,
dengan jalan memberi memenuhi Halk yang sah kepada mereka. Pengakuan
hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan dari perlakuan

' sewenangvenang. KUHAP telah membehiak kepada tersangka atau terdakwa

yang seadia di | ny a. Juga member.i hak untuk

pemeriksaan pengadilan. Banyak aspek lain yang diberikan oleh KUHAP dan

42 Ahmad Sofian Dan Barata Mulia Hasibu&@gaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam
Kuhap Dan Putursan MK (1https://businestaw.binus.ac.id, diakses pada tangal 2 oktober 2020

43 yanto,Hakim Komisaris Dan Sistem Peradilan Pidaf@etakan Pertama, Yogyakarta:
Kepel Press, 2013), him.21
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sdama ini tidak diberikan dalam rezim H.I.R. Namun demiki@tap saja

1 41

—KUHAP masih dinilai lemah, karena yang dipersoalkan hanyalah keadilan formil,

ng N

bukan keadilan substantif atas tindakan yang melampaui batas yang dilakukan

ol

oleh penyidik ataupun penuntutnum.

L

QD

1. Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Praperadilan dalam KUHAP adalah suatu upaya yang berkenaan dengan
penggunaan upaya paksa dalam proses penyidikan atauntptan serta
akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 KUHAP yang dikenal sebagai
ketentuan yang mengatur tentang Praperadilan sebagai ditegaskan dalam
Pasal 78 KUHAP menyebutkan sebagai berikut:

Pengadilan negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Unddngang tentang :

a) Sah atau tidaknyagmangkapan, penahanan penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan

b) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penurfthitan.

Selain itu, pasal 1 angka 10 KUHAP juga dijadikan sebagaiber

hukum Prapexdilan yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarnganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka

b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan ataenghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan

c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilaf?.

44 KUHAP Pasal 78
4 KUHAP Pasal 10
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2. Putusan Mahkamaonstitusi (Putusan MK)
Pada hakekatnya keberadaan pranata praperadilan dalam KUHAP adalah

sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses

D DYLINS NIN AW o1dio 3joH @

penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan Hak Asasi

e AL

|r'||

Manusia, sehingga pada zamga aturan tentang praperadilan deianggap
sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam
perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara
maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam
proses prajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata
praperadilan hanya bersifabst factosehingga tidak sampai pada penyidikan
dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur pbjektif
sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadHah.ini justru
menyebabkan praperadilan terjebak hanya padadialang bersifat formal
dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakekat pranata
praperadilar{®

Sepanjang 2003 hingga saat ini, sudah banyak masyarakat mengajukan
permohonan ujimateri (udicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)
terkait adanya pasalasal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi (UUD
1945). Sebagian pasal yang diuji matean ke MK ada yang ditaka namun

ada juga yang diterima oleh MK sehingga beberapa pasal mengalami

46 Ahmad Sofian Dan Barata Mulia Hasibud@gaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam
_ Kuhap Dan Putursan MK (1jttps://businestaw.binus.ac.id, diakses pada tangal 2 oktober 2020
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;m:. 5; = perubahan makna yang tertentu berdampak pada penerapannya. Berikut
S2dg¢ & pasalpasal KUHAP yang pernah diajukan uji materi ke MK dan
S 5=55 0 £
Jgg IS
22282 & putusannyd’
Ex3oc a) Pasal 83 ayat 2 KUHAP
:J*; g f" ,—3 Pasal 83 ayat 2 KHAP berbunyi
grxx5c =
aS82g3 s : : _
L§ ’E?D B fiDikecualikandari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan
R, ; @ yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau
azh penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke
"Ji - pengadilan tinggi dalam daerah hukum yaegsangkutar
a87q
= o=

Oleh MK pasal ini dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai

25 N
AR

kekuatan mengikat lag?.

lal[a %t

"YD|Ds0LW npons uonolul noyo iy uosinuad ‘uododo] uounsnAuad Yo oddoy uospnuad ‘uniyauad ‘up

b) Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 dan Pasal 77 KUHAP tentang

Hing MIn

bukti permulaan

WD D

Dalam putusan ini yang diputus adalah tentang tafsir bukti
permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam
rangka penetapan tersangka. Secara umum, tujuarbadgm
praperadilan adalabntuk melindungi hak asasi manusia dalam hal
ini hak asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi yang hendak

dilindungi itu khususnya hak atas kebebasagh{ to liberty) dah

|50 JSCLINS UDMINGaAUSLL Dp UDYLWUINUDIuaW oduny i spng oADy yrun@s noyo uop uoiboqas dunbua

hakhak yang berkaitan dengan atau merupakan turunanangtdr

ILWDr oying win wzi oduoy undodo yniuad oo i sng oA Yrun|

to liberty itu. Kebebasan seseorang terancam karena dalam penetapan
tersangka (terdakwa) itu terdapat kemungkinan pelibatan tindakan

atau upaya paksa oleh negara berupa penangkapan dan atau

48 putusan MK No. 65/PUWX/2011
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penahanan, yang didalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan
penggeledahan. Penggunaan atau pelibatan upaya paksa inilah yang

harus dikontrol secara ketat, baik syagarat maupun prosedur
penggunaannya, dan undamgh d a n g . Frasa fbuktd]i pe
pasal 1 angka 14 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat
sepanjang tidak dimaknaii a d al ah mi ni mal dua al ¢
ter muat dal am pasal 184 KUHAPO. Fr
cukupo dalam pasal 17 KUHAP dinyata
sepanjang ti dak di maknai fadal ah n
termuat@ | am pasal 184 KUHAPO. Frasa b

pasal 21 KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang

tidak di maknai nfadal ah mini mal dua
pasal 184 KUHAPO. Pasal 77 huruf a
bersyaratepanj ang tidak di maknai At er ma:

penggel edahan® dan penyitaano.

c) Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP
Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP inkonstitusional sepanjang frasa
Afsuatu perkara sudah di mul ai di peri
gugur keika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai
sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon

praper®8dil ano.

49 Putusan MK No. 21/PUXI11/2014
50 pytusan MK No. 102/PUXI111/2015)
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Dari ketentuan yang disebutkan diatas, pranata prpaeradilan merupakan
— panata yang dapat digunakan oleh pemohon (wajdkp) untuk menguiji, apakah
— wewenang penyidik dalam melakukan penahanan, penetapan tersangka,

_ penggeledahan dan seterusnya sudah sesuai KaetttkP dan putusan MK atau

LUDM DULINS NIN A1 D)

belum Jika menyalahi ketentuan yang telah ditetapkaka wajib pajak atau

-
i

kuasanya dapat mengajukan permohonan praperaéilan.

D. Proseadur Penangkapan menurut UndangUndang yang Berlaku
UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan
landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yangbéesar
memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, atau
terdakwa sebagai manusia.

Dalam konteks inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana

[
+

is ebagai suat u perindnalgustice peote@d ,u dii melbait dar i
%penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

O pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga
='pemasyarakatatt.

Apabila kita telaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan

1O AllSIa AU DIW

mUndangUndang Nomor 8 tahun 198&ntang KUHAP, akan tampak pentahapan

sebagai berikuf?

51 Ahmad Sofian DaBarata Mulia HasibuarReaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam
Kuhap Dan Putursan Mk (1Https://Businesd.aw.Binus.Ac.ld, Diakses Pada Tangal 2 Oktober
L2 2020

&

DS DYDY unyyn

52 Romli Atmasasmita,Strategi Pembinaan Pelanggaraan Hukum Dalam Konteks
Penegakan Hukum Di Indesia,(Bandung : AumniL982), him. 70

53 Romli Atmasasmita,Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan
AboI|S|0n|sme(Bandung Binacipta, 1996 cetakan kedua), hml. 35
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Tahap pertamaproses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu
“penyidikan oleh penyidik. Karena kewajibannya, penyelidik mempunyai
< wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorantang adanya

LUDM DULINS NIN A1 D)

tindak pidana

™~
et

2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri

4. Mengadakan tindakan lain mentihukum yang bertanggungjawzb.

Dalam penjelasan resmi Pasalayat (1) huruf a angka 4 KUHAP
menerangkan sebagai beri kut : yang di ma

tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b) Selaras dengan kewajiban hukum yang manggkan dilakukannya
tindakan jabatan;

c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam
lingkungan jabatannya;

d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;

e) Menghormati hak asasi manusia.

54 Ahmad Sofian Dan Barata Mulia Hasibu&@gaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam
‘*Kuhap Dan Putursan Mk (1Https:/Businesd.aw.Binus.Ac.ld, Diakses Pada Tangal 2 Oktober
~ 2020
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Yang berwenang melakukan penyelidikan adalehag pejabat Polisi

I[IUU D)

“—Negara Republik Indonesia (Pasal 4). Berdasarkan ketentuan Pasala 5 ayat (1)

N

“huruf b memperluas kewenangan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

sVl

i

~ meliputi kewenangart>

8]

L LT

|r'||

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan
penyitaan;

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;

3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Bunyi pasal diatas adalah sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan
sebagai konsekuensi logis datilaksanakannya kewenangan yang ada pada
pejabat Polisi Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a.

on Pada tahap ini pembentuk Undddgdang tampaknya menganggap masih

0
o belum diperlukan kehadiran seorang penasihat hukum untukdamgringi
%

3

tersangka. Sedangkan jika mengikuti kewenangan yang dimiliki oleh seorang

_';Jpenyidik seperti kasus diatas, sudah mulai menyentuh kemerdekaan pribadi

U

%'seseorang. Akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undlamdang Hukum Acara

--’.Pidana (KUHAP) baik dalam Ba¥Wl tentang tersangka dan terdakwa maupun

S J0

Bab VII tentang bantuan hukum, tidak nampak sama sekali hak seorang tersangka

P

untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab

pertanyaan pejabat penyidik sebelum didampingi penasihat hukuraiki3eb

DUDY| UDUl

9]

,aturan tentang fdkapano seorang pejabat

9]

L:_:“dan menanyai segala sesuatu yang bertalian dengan tindak pidana yang telah

55 KUHAP Pasal 5
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LU 21

terjadi dengan usaha prevensi kejahatan, hendaknya dicantumkan secara lengkap.

Al

SWalaupun telah diapkan suatu lembaga praperadilan, namun lembaga dimaksud

N

< hanya berwenang memutus masalah kepentingan seseorang tersangka sejak ia

=
O

L

ditangkap, tidak menjangkau sejak tahap penyidikan.

IVl

™~
et

Tahap kedua, dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah

penangkapa (Bab V bagian kesatu). Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang

penangkapan mengatur tentang :

Laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan;

Siapa yang berhak menangkap;

Apa isi surat perintah penangkapan,;

Bila penangkapan dapat dilakukan tanpa swdahfah penangkapan;

el N

Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, KUHAP menetapkan

sebagai berikuf’

1. Bila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17);

2. Bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau
memerlukannya (Pasall6);

3. Bila orang, érhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras

melakukan kejahatan (Pasall7).

Secara keseluruhan, butir 1 sampai dengan 3 menunjukkan motivasi
dilakukannya penangkapan terhadap seseorang pejabat Polisi Negara. Tanpa

motivasi dimaksud penangkapandak boleh dilakukan. Sedangkan alasan

56 i Gede Yuliarthal.embaga Praperadilan Dalam Perspektif KinaMasa Mendatang
.Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manugiehesis Universitas Diponegoro Semarang :
Semarang, 2009), him.41
57 Romli Atmasasmita,Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan
=-Abolisionisme (Cetakan Kedua Bandung : BinaciptB996, him. 35
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214

i penangkapan tidak boleh dilakukan. Sedangkan alasan penangkapan tidak
Cditegaskan dam KUHAP. Hanya dalam Pasal 18 antara laanyebutkan isi
Z

?”:?surat perintah penangkapan harus menyebutkan alasannya, serta uraian singka
=

lejahatan yang dipersangkakaRenangkapan hanya dilakukan dengan surat
O

,—3 perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat (2)).
Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP diatur pengertian penagkapan yang

berbunyi :

fiPenangkapan adalah suatu &kan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam W+utfadeng

o i n°§ 0

O

D

& Secara sederhana dapat dikatakan penangkapan adalah tindakan
o)

%-pemerintah (polisi) yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang demi

'h—f' kepentingan atau penyidikan atas suatu perkara kejahatan ditujukan terhadao

oA

L

ﬂseseorang yang diduga keras telah melakukan kejahaatashrkan bukti

15

Al

© permulaan yang cukui.

W
Tahap Ketigadari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan
(Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 sampai dengan 31). Tampaknya pembentuk

UndangUndang memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini,

S8 KUHAP Pasal 20
5 Romli AtmasasmitaBunga Rampai Hukum Acara Pidan@andung : Binacipta,
cetakan pertama, 1983), him. 20
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erbukt| dengan jumlah pasal yang mengaturnya terdiri dari 12 (duabelas) pasal

NIN 1w By

! Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat
& pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan lanjutan yang merupakan kewenangan
é.penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila pemadanaksud dapat
dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan
jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur lamanya penahanan
dapat dilakukan. Pasal 29 megr perpanjangan jangka waktu penahanan karena
alasan khusus. Pasal 30 mengatur hak tersangka atau terdakwa meminta ganti rugi
karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan

dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminabuet$e

E.c»Tata Cara Pengajuan Praperadilan dan Gugurnya Praperadilan

Tata cara pengajuan Praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu

l'_,‘.'|‘:i =1l

3 Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.
Adapun yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan adalah :
a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya
Sesuai dengan Pasa9 KUHAP yang menyatakan bahwa
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan

atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya

OPNIDS DYDY UDUNS JO AlSISAIUN DIt

50 Ahmad Sofian Dan Barata Mulia Hasibu&@gaperadilan Tindak Pidana Pajak Dalam
‘*Kuhap Dan Putursan Mk (1Https//Businesd_aw.Binus.Ac.ld, Diakses Pada Tangal 2 Oktober
~ 2020
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kepada Ketua Pengadilan Negeri dgan menyebutkan alasan

alasannyd!

Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak

mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut

umum atau pihak ketiga yang bepkeatingan berkaitan dengan

permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian

penyidikan atau penuntutéh.

c) Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan
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Didalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat tidak
sahnya penangkapan atgeenahanan atau akibat tidak sahnya
penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak
ketida dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau
rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan
penyebutan alasaalasanny&®
Tersamgka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian

Mengenai cara pengajuan permohonan Praperadilan tidak ada
keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas
merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan
tersebut cukp memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian

material yang menjadi dasar permohonannya.

81 KUHAP Pasal 79
52 KUHAP Pasal 80
63 KUHAP Pasal 81
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o

i Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan
—Praperadilan adalaf:

Z

v

j a) Keterangan lengkap dari pihgkhak yang berperkara, yaitu: nama,

Q

I alamaf pekerjaan.

S

o

b) Dasar permohonanfupdamentum petendi yang memuat uraian
tentang kejadian féitelijke gronden factual grounjyls dan uraian
tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi
dasar yuridis dari permohonan iteg¢htsgronden, leg grounds.

c) Apa yang dimohon oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat permohonan
pemeriksaan Praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah
eodicatat dalam buku Registéterkara Prapadilan di Kepaniteraan Pengadilan

i

~T-1' Negeri, pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan

8]

gpermlntaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk
Hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin da

memerlksa perkaranya dalam sidang Praperadilan.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan
praperadllan tidak dapat dimintakan banding. Namun, khusus terhadap putusan
praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik etantyt

umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Pihggi.

64 s, TanusubrotoPeranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidan@andung:
=:Alumni, 1983), him.81
8 KUHAP, Pasal 83
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Berkaitan dengan masalah banding atas putusan praperadilan terhadap

1 11U D)

“penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka penyidik atau

N

?penuntut umum harus mengajukparmohonan banding kepada ke Pengadilan

Ul

,_QTinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putugaraperadilan. Selanjutnya

8]

:—% Pengadlilan Negeri dalam tenggang waktu 3 Jtiyai setelah menerima berkas
_.perkara sidang harus sudah menetapkan hari sidang dan datzgartg waktu 7
(tujuh) hari terhitung dari mulai tanggal sidang yang ditetapkan harus sudah
memberikan putusafd.
Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun dalam Pasal
88 KUHAP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan.kasasi
Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan perkara

praperadilan secara cepat.

Permohonan praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang

21DIg

Wl

- dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1)

2

ek

= huruf d yang menyatakan bahwa :

ADal am hal suatu perkara sudah mul ai
belumsée esai, maka permintaan tersebut gu

66 Apriliana Safitri, Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah
Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Wo(Eeskuiias
Hukum: Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), him. 27
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Tuntutan dalam Praperadilan

Selama ini Undanggndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
~Pidana memberikan pengawasan terhadap penyidik masih lemah. Bila tidak ada

~ekspos media atau tidak agerhatian publik terhadap suatu kasus tentunya

quuor

|r'||

kontrol menjadi longgar. Disamping itu tak kalah penting, Polisi kita sering over
acting, yang penting ditangkap dulu orangnya. Selain itu juga ada tuntutan dari

atasan," kata kriminolog Erlangga Masdiana kiepaetikcont?

Setiap orang selalu dapat melakukan kesalahan, begitu pula halnya dengan
penegak hukum khususnya kepolisian, maka diperlukan suatu pengawasan baik
internal maupun eksternal. Salah satu instrumen pengawasan itu adalah melalui
dan oleh hukumgan karena secara konstitusional kepolisian adalah pelaksana

:phukum dan menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat
E(Pasal 5 dan Pasal 13 Undddgdang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

gNegara Republik Indonesia), maka patut diwaspaskgala sesuatu yang

—berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum oleh penegak hukum.

Pemerintah telah menyiapkan aturan tentang besarnya pembayaran ganti
:;kerugian dan prosedur pembayarannya kepada pemohon yang dikabulkan tuntutan

gantl rugi npag d&F ame riiaSdiidl ano. Mul ai

LI NS

~ Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua At

58 http://www.detiknews.com/read/2008/08/285553/996111/10/salgangkap
pembunukasror takibatpolisi-overacting, diakses pada 13 Januari 2021
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Peraturan Pemerintah Rl Nomor ZFahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
UndangUndang Hukum Acara Pidana, perubahan keduanya dengan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2010 tetapi tidak menyentuh pengaturan ganti
_ kerugian. Dalam Pasal 9 ditentukan es@rnya ganti kerugian paling sedikit
Rp500 000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah), apabilmengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak
bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling itsedik
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan yang mengakibatkan mati,
besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp600.000.000, (enam ratus juta rupiah). Jauh berbeda

dengan sebelumnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud

i?dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 5.000,00 (lima

r|bu rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Praperadllan Menurut Hukum Islam

KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka
dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindahkdakan aparat penegak
hukum yang merugikan tersangka, sebagaimana Islam melindungi kemaslahatan

umatnya yng merasa terancam.

8 Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilaias Hushendar, S.H., M.H.,
https://badilum.mahkamahagung.go.id, diakses pada tanggal 15 R0ffari
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Kemasl|l ahatan yang ingin diwujudkan

tiga tingkatan, yakndharuriyah (primer), hajjiyah (sekunder), danahsiniyyah

?”:?(tersier). Tingkatattingkatan tersebut tidak disebutkan dalameshdani j ma 0

_J

,_Qtetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya penerapan -hukum
Q
3

muamalah, pernikahakenegaraan, dan kaskasus hukum yang lainnya.

Pemerintah dalam mewujudkan hukum positif, pokok utama yang harus
mendapat perlindungan hukum adalahimdlyang berkaitan dengan agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harth.Menurut Imam AsSyatibi, kemaslaatan yang
bersifat sekunder adalah segala sesuati yang dibutuhkan untuk mengurangi

kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tdjuan.
wa.  Perlindungan hukum terhadap agama

Agama marupakan fitrah bagi seseorang, dalam hukum positif disebut
-sebagahak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau
gangguan dari pihak manapun. Pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang
bersifatdharuriyahini harus melindungi agama warga negaranya, baik muslim

maupun nonmuslim.

O Yusuf QardawiMe mbui kan Syari déat | slam : Keluwesan
(Bandung :PT Mizan Pustaka, 2003) him-7&

* A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif
Tata Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), him. 47.

2Yusuf QardawiMe mbui kan Syari 6at Il slam : Kel uwesan
_ (Bandung :PT Mizan Pustake)@3), him. 63

ol

“syari oat yang b e r k-persbalam fighd esepgria nbadah,e r s o0 a |
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e
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é Dari sisi lain Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk
=

“pribadi sesorang dengan mengharamkan perbuatan meratta menganiaya,

5 NIl

Z’dan menyakiti tanpa alasan yang befar.

Terdapat dall AQur 6 an yang menjelaskan bahwa

wier oul

-
i

.manusia untuk bbuat adil, diantaranya :

Rl e iy LAl (g0 G5 a5 JAIL G AT )

5

Ar t i mgsungguiinya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar

kamu dapat meng(@3nBnNahl: Q¥ aj ar an. 0

Berdasarkan dalil AQuran tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung
jawab pemerintah adalah menjamin fe manusia untuk segala urusan dan
memberlkan (menyampaikan hbkk tersebukepada mereka, serta mencegah

allng menganiaya di antara mereka rpakan hal yang sangat jel&s

o
U
(1)
=
>
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>
>0
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3
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D
=
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Q
Q.
QD
©
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=

Hak pertama dan daling utama yang diperhatikan Islam adalah hak untuk
hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.

Bagaimanapun faktor dan sebab, baik itu sakit parah, paksaan, kemiskinan,

73 Ahmad AFMursi Husain JauhaMaqahid Syariah(Jakarta: AMZAH, 2009), him.14
74 An-Nahl (16) ayat 90
> Ahmad AFMursi Husain JauhaMaqahid Syariah(Jakarta: AMZAH, 2009), him. 18
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T

@)

e

O

O

Q

ikesewenangan, kezalimgang menjadikannyathalang dari hak atau kehilangan
=:

Csesuatu yang berharga, balkarta benda, keluarga, atau lainnya yang

S NII

[ -

< menjadikannya susah dan kehilangan dan kekuasaan yang ada, seseorang tetap

Ul

,_Qtidak diperbolehkan mempercepat hidupnya dan kekuasaan yang ada, sesorang

8]

ﬁtetap tidak diperbolehkan mampercepat hidupnya dan memenuhi seruan setan,

™~

mengikuti hawa nafsu, acuh kepada fitrah, dan lalai pada peringatan‘Allah.
Yo il e 3 (& 16 agdiad Caged Ll U3l olld ik cjay

Ar t i Dandarangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya,
maka Kami kelak akamemasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu

adalah mudah bagi Allaho ( Q\8sa (4)A 80}’

Saat seseorang terbunuh, terluka, atau teraniaya akibat kesewenang

[y

o wenangan orang lain, maka dalam Islam untuk melindungi jiwanya pelaku dapat

D
& dikenakan hikiumanQishash Diyat, danKafarat.
)

c. Perlindungan hukum terhadap akal

Islam menyeru kaum muslimin agar memiliki akal yang bisa memberi

JISISAIUM DILUL

petunjuk dan terjaga dari kess@man, serta memiliki kekuatan yang bisa menjaga
< akal dari sikap ikutkutan dan lemah daa berpendapat, selalu bimbang dan

= melakukan taklid yang melemahkan.

Demikianlah Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan

kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah

76 Ahmad AFMursi Husain Jauhar, Magahid Syariah, him. 29.
7 An-Nisa (4) ayat 30

WD UppniIns nynul
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pemberian yang sangat mulia derajatnya. Manusiaish menjaga dan tidak
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= maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau

untuknya®

d. Perlindungan hukum terhadap keturuifleehormatan)

Islam benabenar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu

domba, mematanatai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan

tidak baik, dan perbuatgrerbuatan sejenisnya yang menyentuh kehormatan atau

kemuliaan seseorangslam jugamenghinghinakan orang yang melakukan eosa

dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan

memasukkan mereka kedalam golongafongan orang fasik

«ne.  Perlindungan hukum terhadap harta

12]

D

o]

Jika dikaitkan dengapraperadilan, harta seorang yang diduga melakukan

;_E.suatu kejahatan akan terlindungi, karena ia bebas melakukan kembali

zpekerjaannya tanpa tersangkut dirinya dengan kasus yang sebenarnya tidak

__"'['_.
. dilakukannya.
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Apabila syariat bertujuan untuk menjaga kemashéahaudah semestinya

ia bertujuan mencegah dan menghilangkan daankerusakan. Sebagian orang
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8 Ahmad AFMursi Husain JauhaMagahid Syariahhlm. 99
7 Ahmad AFMursi Husain JauhaMagqahid Syariahhlm. 144

bahwa hadits ATi dak ada
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a. Pengufipan hanya unfuk kepentingan pendidikan, penelition, penuiisan karya imioh, penyusunan laporan, penulison kritik atau finjouan seate masalah.
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BENTUK PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 2/PID.PRA/2019/PNJMB
MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN TINDAK
PIDANA PENADAHAN

Latar Belakang Diajukannya  Permohonan  Praperadilan No.
02/Pid.pra/2019/PN.JmbMengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan Tindak
Pidana Penadahan

Pengadilan Negeri Jambi telah mengadili Perkara pidana permohonan
praperadilan dan telah menhatuhkan perkara amar&oyyan Bin Kailani,
Tempat lahir Tenam Batanghari, Tanggal Lahir 17 Oktober 13&8s Kelamin
Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat
Desa Tenam Rt. 04 Kec. Muaro Bulian Kab. Batang Hari, dalam hal ini diwakili
oleh HusnatulAdillah, M.SY dan Dania Yesiani, SH, Maskmgasing adalah
Advokat pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia, beralamat di
JI. Sari Bakti Rt. 10 Kel. Bagan Pete Kec. Alam Barajo, dalam hal ini bedasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 058/Pid.B/PHI/lliiZ)bertanggal 15 Maret 2019,
bertindak untuk dan atas nama yang rgelaya disebut sebagai PEMOHON.
Dalam hal ini melawarKepala Kepolisian Daerah Jambi Cq. Kepala Kepolisian
Resort Kota Jambi Cg. Kepala Kepolisian Sektor Kota Baru, yang beralamat di jl.
Surya Dharma KM. 10 Jambi, yang seldnya disebut sebagai TERMOHON
yang diwakilkanoleh Kombes Mohamad Yudha Setyabudi,SH,S.I.K dkk anggota
Polri pada Bidang Hukum Polda Jambi, beralamat di JIn.Jendral Sudirman No.45
The Hok Jambi, berdasarkan Surat KauasKhusus Nomor

08/Pra/lll/2019/Advokasi tertanggal 25 Mar2019 yang telah terdaftar di

46
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Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan nomor register

140/SK/Pid/2019/Pdmb pada tanggal 26 Mzr2019

py uodynBusd q

Berikut ini adalah latar belakang yanmenyebabkan diajukannya

permohonan praperadilan oleh Tersangka tindak pidana penadahan melalui kuasa
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hukumnya adalah :
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FaktaFakta Hukum yang Menjadi Dasar Permohonan Praperadilan Mengenai

Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Penadahan

Dalam sebuah surat permohonan praperadilan, tentulah pemohon
menyebutkan kronologi kejadian yang menyebabkan diajukannya
permohonan praperadilan tersebut. Pemohwngajukan permohonannya
bertanggalkan 18 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jambi dalam register No. 02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb
berdasarkan fakitakta hukum sebagai dasar permohonamaperadilan

sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon, mendengar kabar tertanggal 30 Januari 2019, bahwa
Rizki tertangkap karena telah mencurrdreg orang lain, kemudian ada
Busser mengecek keberadaan Notebook di kost an Pemohon (A.
Royyan), karena menurut keterangan Rizki Notebook tersebut telah
dijual ke Pemohon namun Pemohon tidak ada ditempat karena Pemohon
lagi di Kampung halamannya di DesanBm Kec. Muara Bulian Kab.

Batanghari.

81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor

02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb , hml.1
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b. Bahwa setelah pemohon mendengar kabar tersebut, Keesokan harinya

Kamis tanggal 31 Januari 2019, Pemohon langsung pergi ke Jambi ke
tempat Kostan yang berada di Pucuk Kel. Rawasari. Kemudian datang
saksi korban (Delybersama pamannya, Pemohon meminta tolong
kepada FIRMANSYAH untuk mengembalikan Notebook tersebut,
karena tidak mengetahui kalau itu hasil pencurian. Sehingga akhirnya
FIRMANSYAH mengembalikan Notebook tersebut kepada Korban
Debby serta mengabarkan kepd@amohon bahwa pihak korban mau
berdamai dan tidak akan melibatkan atau melaporkan Pemohon (A.
Royyan) ke Kepolisian secara lisanaksikan Firmansyah dan Rudi.

Bahwa sekitar bulan 10 Februari 2019 sekitar jam 19.56 WIB Pemohon,
tiba-tiba dikabarkan darWathshaap temannya yang bernaman RUDI
menyatakan bahwa ia dicari Busser (Polisi) masalah Notebook HP.
Kemudian RUDI memberikan No Hp Pehun kepada Busser tersebut.
Bahwa tidak beberapa hari kemudian sekitar tanggal 12 Februari 2019,
Pemohon kembali dilgon oleh Busser yang mengaku bahwa yang
telpon tersebut adalah Jefry, dimana dalam telpon tersebut, Pemohon
disuruh ke Polsek Kota Baru.

Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019, Pemohon dan Noven
pergi ke Polsek Kota Baru, dan tiba disana Pomdaogsung diperiksa
(BAP) oleh Termohon sebagai Tersangka, tanpa diperlihatkan atau
diberikan satupun surat kepada Pemohon tentang penangkapan Pemohon

termasuk surat perintah penangkapan dan surat tugas dari Termohon.
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Kemudian setelah dilakukan PenksaanPemohon langsung dimasukan
kedalam Rutan Polsek Kota Baru tanpa adanya surat Penangkapan
maupun Surat Tugas.

f. Bahwa setelah Pemohon ditahan 1 x 24 jam atau keesokan harinya,

IQUUDI BULINS NIN AW D)

Pemohon disuruh mentandatangani beb&as dari Termohon, yaitu

surat Berita Acea Pemeriksaan (BAP), surat Penahanan, dan surat

‘Buopup-Buopun IBunpuyg oD Yo

penangkapan. Yang kata Termohon salinannya akan diberikan kepada
keluarga Pemohon.

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, sekitar pukul 15.00 Wib keluarga
Pemohon datang untuk memastikan apakah Pemohon diéddian di
Rutan polsek Kota Baru, namun Pemohon meminta kepada Termohon
untuk berdamai dengan syarat dari Termohon harus mengeluarkan uang
sebesar Rp. 5.000.000(Lima Juta Rupiah) untuk membebaskan
Pemohon dari tahanan. Kemudian keluarga Pemohon barus#hk
memperoleh uang tersebut, hingga sekitar pukul 19.00 Wib keluarga
Pemohon kembali ke Polsek Kota Baru dengan membawa uang Rp.
5.000.000, (Lima Juta Rupiah) namun sesampainya diruangan

Termohon (Tiem 2), Termohon menolak uang tersebut dengariedialil

50 JagUNS uDyiNgaAusail Op uoywnuoausw oduny i sy oAdoy yrunes noyo uop uoibogas dunBusw Buouopg - |
(@]

terlambat.
h. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Keluarga Pemohon mendapatkan
suratsurat dari Termohon di Polsek Kota Baru, vyaitu surat

Pemberitahuan No. B/26/11/2019/Reskrim, surat perintah penangkapan

JWD UPPRNIDS DUDUL UDUINS JO ASISAIUN DILUDIS| 94045
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No. SP.Kap/21/1l/2019/Reskrim, dan surat Pemam No.
P.Han/11/2019/Reskrim.

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 surat penangkapan diberikan
kepada keluarga Pemoho dalam surat Penangkapan No.
SP.Kap/21/11/2019/Reskrim tidak menjelaskan uraian kejadian peristiwa
hukum yang dilakukan oleh Pemoh@ahwa setelah Pemohon ditahan
selama 20 hari penahanan, Pemohon maupun pihak keluarga tidak pernah
mendapatkan surat perpanjangan penahanan dari Termohon, padahal
keluarga Pemohon berulang kali datang ke Polsek Kota Baru untuk
melihat Pemohon dan juga seribgrtemu dengan Termohon, tapi tidak
pernah menyampaikan surat perpanjangan penahanan Pemohon (A.
Royyan) kepada pihak keluarga Pemohon, namun Pemohon (A. Royyan)
tetap ditahan di Rutan Polsek Kota Baru.

Bahwa Kuasa Hukum pada tanggal 14 Maret 2019 sekikal 15.00

Wib, Kuasa Hukum mempertanyakan kepada Jaksa Winda melalui Via
Teldphone, yang mana jaksa Winda yang memegang perkara tersebut,
pada saat dipertanyakan melalui Via Telpone, bahwa A. Royyan masih
SPDP belum ada permohonan perpanjangan Penabandfolsek Kota

Baru (Termohon).

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 WIB, Kuasa
Hukum Pemohon langsung menghadap ke Kapolsek Kota Baru (Andi
Zulkifli, S.IK) dan mempertanyakan proses penangkapan serta
perpanjangan penahanan A. RoyyanaBeitnya Kapolsek menyuruh ke
Penyidiknya langsung untuk mempertanyakammuse pemberkasan
Pemohon.



HIODNAVE ¥HYHL N¥HLNS
o N I S LS

py uodynBusd q

Dfowe BuoA uoBujuaday uoyIBnisw 3o

NG M

WOl o

undodo ynjuad Woop Ul sing Aoy yrun@s noio uop uoinBogas yoiuociadwaw Buouojg 7
Aoy uospnuad ‘uoigauasd ‘uoypipuad uobuguaday ynun

IGLID; Oyng NI Uzl oduny

51

12 ADH @

.-
el

I. Bahwa diruang Termohon (tiem 2) tersebut, kuasa hukum menanyakan
kembali terhadap perpanjangan penahanan Pemohon (A. Royyan). Namun

Termohon (Tiem 2) belumuga menyerahkan surat perpanjangan

oAuDy uodinBuad "o

penahanan kepada kuasa hukum Pemohon dengan alasan berkas sama

IQUUDI BULINS NIN AW D)

Jefry dan lagi dijalan menuju ke Polsek. Kemudian kuasa hukum meminta

Sp. Han, dimana ternyata Sp. Han tersebut ada dalam berkas bundle
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tersebut dan memberik&epada Sp. Han kepada kuasa hukum Pemohon.
Setelah menunggu = 1,5 jam, saudara Jefry yang ditdugggu tidak
kunjung tiba, hingga kuasa hukum mempertanyakan kembali kepada
Termohon (Tiem 2 : syamsuddin dan P. Simanjuntak), kenapa surat
perpanjangan p@hanan belum juga diberikan kepada &eom ataupun
keluarga Pemohonpamun Termohon diam ®&# menjawab sepatah
katapun.

m. Bahwa setelah hampir + 1,5 jam menunggu Jefry, akhirnya Kuasa
Hukum meminta kepada Termohon untuk melepaskan Pemohon dari
tahanan kama hingga saat ini Termohon tidak pernah ada surat
perpanjangan penahanan. Namun ditolak oleh Termohon karena

alasannya berkas telah naik ke kejaksaan. Hingga akhirnya kuasa hukum
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akan mengajukan Praperadilan karena tidak adanya surat perpanjangan

penahaan.

U uospnued ‘uoiodo) uounsniusd o) o

n. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 16.30, Termohon (Jefry)

datang ke Kantor Kuasa Hukum Pemohon dan memberikan surat

oS U '-I:::!-,J!_ N

perpanjangan Penahanan Pemohon, yang mana tanggal dalam surat
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perpanjanagan penahanan tersebut tidak sesuaitgnagigal diterimanya
oleh kuasa hukum Pemohon. Termasuk uraian singkat perkara, dimana
dalam surat tersebut menjelaskan tentang pencurian bukan penadahan

sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP

IQUUDI BULINS NIN AW D)

2. Analisis Yuridis terhadap Fakfaakta Hukum Permohonan Prapeiaa

Mengenai Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka Tindak Pidana

T
o
=3
o

=
a
=
a
=

s
=
o
=

0
-
o
=,

0

Penadahan

Berdasarkan faktéakta hukum diatas, pemohon melalui kuasa
hukumnya menyebutkan analisis yuridis terhadap proses penangkapan dan
penahanan tersangka tindak pidgmenadahan yang beberapa diantaranya
adalah pokok dari analisis yuridis tersebut diantaranya sebagai berikut

sebagai berikut :

a. Bahwa penangkapan oleh Termohon terhadap Pemohon ternyata telah
dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu dan tidak
memberikan Surta Perintah Penangkapan pada tanggal 12 Februari 2019,
karena itu tindakan Termohon tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal

18 ayat (1) KUHAP sebagai berikut
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Pasall8 ayat (1) KUHAP :

(1) Pelaksanaan tugas penangkapan. Dilakukan oleh pdtagaBsisan
Negara Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta
memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan
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penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang
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dipersangkkanserta tempat ia diperik&a

dynBusg "q

LD

b. Bahwa penangkapan oleh Temohon dan Pemohon ternyata telah

dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan atau

IQUUDI DUINS N

memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan tersebut pada tanggal 12

Februari 2019, karena itu tindakd ermohon tersebut telah melanggar
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Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c
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Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara

Dfowe BuoA uoBujuaday uoyIBnisw 3o

Pidana di Lingkungan Kmlisian (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai

NG M

berikut :
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Pasal 70 aya®) perkap No. 12 Tahun 2009 :

Setiap tindak pengkapan wajib dilengkapi Surat Tugas dan Surat
Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan atelan
penyidik yang berwenang

Pasal75 huuf a Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penapgk, setiap petugas
wajib :

Memahami peraturan perundangdangan terutama mengenai
kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta
batasarbatasan kewenang&h.

50 JagUUNS UDyNgaAuSall 0P UDiyLUInuoIuaLl oduny iU sjng oAy

82 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor
02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb , him.6

8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indsiae Putusan Nomor
02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb , him.7
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Bahwa Penangkapan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada
tanggal 12 Februari 2019 tidak disertai surat Panggilan sebelumnya,
hanya berbentuk lisan dalam via telpon oleh Termohon, defiggdwti
takuti oleh Termohon. Sehingga pada tanggal tersebut Pemohon datang
langsung ke Polsek Kota Baru. Maka tindakan Permohon telah
melanggar Pasal 72 dan Pasal 65 Ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Ind@aneNomor 12
Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara
Pidana di Lingkungan Kepolisian (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai
berikut :

Pasal 72 No. 12 Tahun 2009 :

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan

pertimbanganebagai berikut :

a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali bertururut tidak hadir
tanpaalasan yang patut dan wajar;
Tersangka dip&irakan akan melarikan diri;
Tersangka diperkirakarkan mengulangi perbuatannya;

Tersangka diperkirakan akan menghilasgkarang bukti;
Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

®ooo

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Kuasa Hukum Pemohon
berulangulang kali mempertanyakan surat perpanjangan Pemohon,
dimana Pemohon telah ditahan selama 31 Hari penahanan tanpa adanya
suratperpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri
Jambi. Sehingga Kuasa Hukum Pemohon meminta kepada Termohon
untuk mebebaskan Pemohon dari Rutan Polsek Kota Baru, namun ditolak

oleh Termohon dengan alasan surat tersebut ada namun dibawa oleh

84 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor
02/Pid.Pra/2019/PN.Jmb , him. 7
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Jefry dan belum pernah surat Perpanjangan Penahahan tersebut diberikan
kepada Pemohon maupun Keluarga Pemohon. Dengan demikian adanya
Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dimana Termohon tidak
mengeluarkan Pemohon dari Rutan pada tanggal 05 Maret R&&da
tidak adanya perpanjangan penahanan yang diberikan kepada Pemohon
maupun Keluarga Pemohon. Bahwa dengan demikian Termohon
(penyidik) telah melanggar ketentuan dari Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 24
Ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut :
Pasl 21 ayat (3) KUHAP
(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan
atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
harusdiberikan kepada keluarganya.
Pasal 24 Ayat (1) KUHAP
(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyditagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, hanya #@leul paling lama dua puluh
hari.
Bahwa karena Termohon tidak melaksanakan progmdgedur sesuai
dengan KUHAP, maka tindakan Termohon menunjukkan ketidakpatuhan
akan hukum, padahal Termohon sebagai apargpoksian Negara
Republik Indonesia incasu dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya
memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON
dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain,

perintah Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebauggrikut :

Pasal 7 ayat (3) :

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2), penyidik wajib menjwmjg tinggi hukum yang berlaku.






